
SALIN AN 

GUBERNUR PAPUA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR PROVINS! PAPUA BARAT 
NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENT ANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II butir 

D.4.m. Larnpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasi Belanja Tidak Tcrduga; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3894) sebagairnana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, 
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota 
Sorong [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3960); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tcntang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 155, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang 
Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nornor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Pcrundang-undangan 

Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 

Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang Nornor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6801); 
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 
Negara Republik 
244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Tndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemcrintahan (Lembaran Negara 
Rupublik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nornor l Tahun 2022 Tcntang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
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Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bcncana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Vndang-Undang Nomor Tahun 

2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembarari 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5658); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 6041); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan Dan Kclembagaan Pelaksanaan Kebijakan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana 

Induk Perccpatan Pembangunan Dalam Rangka 
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua 
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[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 239, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6731); 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukurn Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNG,JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. 

2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provins! Papua Barat. 
















































